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BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Museum Penerangan merupakan unit pelaksana teknis yang memiliki peran strategis
dalam mendokumentasikan, melestarikan, dan menyebarluaskan nilai-nilai sejarah
serta perkembangan komunikasi dan informasi di Indonesia. Sebagai institusi yang
berada di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media, tugas
dan fungsi Museum Penerangan telah diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi
dan Informatika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum
Penerangan. Dalam regulasi tersebut, Museum Penerangan diarahkan untuk
menjalankan fungsi edukasi, dokumentasi, dan diseminasi informasi terkait sejarah
komunikasi di Indonesia.

Secara lebih spesifik, Museum Penerangan memiliki tugas untuk melaksanakan
pelestarian dan pelayanan kepada masyarakat mengenai benda bernilai sejarah dan
ilmiah di bidang komunikasi dan informatika. Peran tersebut menjadi semakin
penting di tengah berkembangnya teknologi informasi serta meningkatnya
kebutuhan masyarakat akan akses informasi sejarah yang inklusif dan relevan. Oleh
karena itu, Museum Penerangan dituntut untuk terus beradaptasi dan memperkuat
kapasitasnya, baik dari aspek kelembagaan maupun sumber daya manusia, guna
mewujudkan layanan publik yang berkualitas.

Dalam konteks kebijakan kelembagaan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan
Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital, yang
kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Komunikasi dan Digital. Kedua regulasi tersebut menandai terjadinya
transformasi struktural dan penguatan tata kelola di lingkungan kementerian, sejalan
dengan semangat reformasi birokrasi yang mengedepankan prinsip efisiensi,

efektivitas, profesionalisme, dan pelayanan publik yang berorientasi hasil.
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1.2.

Reformasi birokrasi yang saat ini tengah dijalankan pemerintah tidak hanya berfokus
pada penyederhanaan struktur dan digitalisasi proses kerja, tetapi juga menuntut
adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai aktor utama dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Museum Penerangan, sebagai unit pelaksana teknis
yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, dituntut untuk memiliki SDM yang
profesional, adaptif, dan memiliki kompetensi teknis sesuai dengan tugas dan
fungsinya. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa komposisi dan
kompetensi SDM yang tersedia saat ini belum sepenuhnya mampu mengakomodasi
kebutuhan aktual Museum.

Oleh karena itu, perubahan organisasi dan tata kerja Museum Penerangan menjadi
langkah strategis yang tidak dapat ditunda, sebagai bagian dari pelaksanaan
reformasi birokrasi dan penyelarasan kelembagaan dengan arah kebijakan
kementerian yang baru. Penyesuaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa struktur
organisasi dan SDM Museum Penerangan memiliki kapasitas yang memadai dalam
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif. Dengan demikian, Museum
Penerangan dapat bertransformasi menjadi institusi yang tidak hanya melestarikan
sejarah komunikasi, tetapi juga menjadi agen edukasi dan komunikasi publik yang
sejalan dengan agenda transformasi digital nasional dan reformasi birokrasi yang

berkelanjutan.

Identifikasi Dinamika dan Tantangan

Terdapat sejumlah permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi Museum Penerangan, baik dari aspek kelembagaan, operasional,
maupun sumber daya manusia. Permasalahan dan tantangan ini perlu diidentifikasi
secara menyeluruh untuk mendukung proses penyesuaian organisasi dan tata kerja
Museum secara tepat. Adapun permasalahan dan tantangan utama yang dihadapi saat
ini adalah sebagai berikut:
a. Kebutuhan Penyesuaian terhadap Struktur dan Fungsi Baru Kementerian
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri

Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025, terjadi penataan organisasi
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kementerian yang mengharuskan seluruh unit, termasuk UPT, untuk
menyesuaikan struktur dan tata kerjanya. Museum Penerangan perlu
menyesuaikan diri agar sejalan dengan arah kebijakan komunikasi publik dan
transformasi digital yang diusung kementerian.

Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang Sesuai dengan Kebutuhan
Fungsi Museum

Tantangan besar masih terdapat pada komposisi dan kualifikasi SDM yang
belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan fungsi museum secara menyeluruh.
Fungsi Museum Penerangan dapat terhambat terutama karena kekosongan
jabatan-jabatan teknis kunci, seperti Pamong Budaya, Arsiparis, Pranata
Komputer, Pranata Humas, dan staf pendukung operasional. Tanpa penataan
ulang dan pemenuhan formasi SDM yang sesuai, fungsi pelestarian, edukasi, dan
digitalisasi akan sulit berkembang secara berkelanjutan, meskipun inisiatif
seperti virtual experience dan media sosial sudah dimulai.

Pemanfaatan Teknologi Digital yang Masih Perlu Diperkuat

Museum Penerangan telah mulai melakukan transformasi digital melalui
program virtual experience dan penyebaran konten edukatif di media sosial.
Namun demikian, dari perspektif institusional, pemanfaatan teknologi digital
tersebut belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem kerja dan belum didukung
oleh infrastruktur, SDM, serta strategi pengelolaan digital jangka panjang.
Tantangan yang muncul mencakup keterbatasan kapasitas produksi konten
berkualitas tinggi, pengelolaan basis data koleksi digital, serta pengembangan
platform digital interaktif yang mampu menjangkau lebih luas audiens dari
berbagai kalangan.

Kurangnya Integrasi Museum ke dalam Ekosistem Komunikasi Publik
Kementerian

Sebagai bagian dari Ditjen Komunikasi Publik dan Media, Museum Penerangan
sebenarnya memiliki potensi besar untuk menjadi simpul penting dalam
penyampaian narasi sejarah komunikasi dan kebangsaan. Namun, integrasi

tersebut belum sepenuhnya optimal. Fungsi Museum sebagai sarana komunikasi
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publik dan edukasi sejarah belum menjadi bagian strategis dalam program
nasional komunikasi publik Kementerian, sehingga museum belum
dimanfaatkan secara maksimal sebagai aset kelembagaan dalam mendukung
agenda diseminasi informasi pemerintah.

Terbatasnya Jejaring dan Kolaborasi Strategis

Meskipun Museum Penerangan telah aktif di ruang digital, kerja sama strategis
dengan lembaga pendidikan, komunitas sejarah, institusi pelestarian budaya,
serta pelaku industri kreatif masih belum optimal. Padahal kolaborasi lintas
sektor sangat penting untuk memperkuat posisi Museum dalam membangun
narasi sejarah nasional, memperluas audiens, dan mengembangkan inovasi
program berbasis komunitas dan kebutuhan publik

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi Museum Penerangan mencerminkan
adanya kesenjangan antara mandat kelembagaan sebagaimana diatur dalam
regulasi dengan kapasitas nyata dalam pelaksanaannya. Meskipun Museum
Penerangan telah menunjukkan inisiatif transformasi melalui program digital
seperti virtual experience dan konten edukatif di media sosial, kenyataannya
implementasi fungsi-fungsi strategis museum masih terbatas oleh kurangnya
dukungan struktur organisasi yang tepat dan sumber daya manusia yang
memadai.

Untuk menjamin keberlanjutan pelaksanaan tugas dan fungsi Museum
Penerangan secara optimal, diperlukan langkah strategis berupa penataan
organisasi dan tata kerja yang berfokus pada penguatan struktur kelembagaan,
pemenuhan kebutuhan SDM fungsional, serta modernisasi pendekatan
pelayanan publik berbasis kolaborasi dan teknologi. Penataan ini merupakan
prasyarat utama agar Museum Penerangan dapat berfungsi secara efektif sebagai
pusat pelestarian sejarah komunikasi dan informasi yang relevan di era digital.
Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun
2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Penerangan, dijelaskan bahwa
kedudukan Museum Penerangan adalah sebagai unit pelaksana teknis di

lingkungan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik yang berada
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di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Informasi dan

Komunikasi Publik, secara administrasi dibina oleh Sekretaris Direktorat

Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik. Maka berdasarkan peraturan

tersebut, Museum Penerangan mempunyai tugas melaksanakan pelestarian dan

pelayanan kepada masyarakat mengenai benda bernilai sejarah dan ilmiah di

bidang komunikasi dan informatika dengan menyelenggarakan fungsi sebagai

berikut:

a. penyusunan program pelestarian benda bernilai sejarah dan ilmiah di bidang
komunikasi dan informatika;

b. pelaksanaan pelayanan dan edukasi kepada masyarakat mengenai benda
bernilai sejarah dan ilmiah di bidang komunikasi dan informatika;
pelaksanaan sarana diseminasi informasi;

d. pelaksanaan konservasi dan restorasi benda bernilai sejarah dan ilmiah di
bidang komunikasi dan informatika; dan

e. pelaksanaan urusan penyusunan rencana, program, evaluasi, laporan, dan
kerja sama, serta urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan,

dan rumah tangga, serta hubungan masyarakat.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai amanat
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2022, Museum
Penerangan siap untuk menjalani proses perubahan struktural dan fungsional.
Berikut adalah beberapa aspek yang menunjukan kesiapan Museum Penerangan:
a. Komitmen Kelembagaan terhadap Transformasi Digital
Museum Penerangan telah menunjukkan komitmennya terhadap
modernisasi fungsi dan layanan publik melalui pelaksanaan program virtual
experience dan penyediaan konten edukatif berbasis media sosial. Inisiatif
ini menandakan bahwa museum memiliki orientasi ke depan dalam
mengadopsi teknologi sebagai bagian dari strategi pelayanan dan edukasi

publik. Hal ini membuktikan adanya kesiapan kultural dan organisasi untuk
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mengembangkan kapasitas internal, termasuk kesiapan menerima SDM
dengan kompetensi digital, multimedia, dan literasi teknologi informasi.
Pemanfaatan Struktur Jabatan yang Telah Disusun

Museum Penerangan telah memiliki peta jabatan resmi yang menjabarkan
kebutuhan SDM secara rinci berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK).
Dokumen ini menunjukkan bahwa museum memiliki dasar administratif
yang siap untuk mengusulkan pengisian formasi jabatan secara akuntabel
dan terstruktur, termasuk jabatan-jabatan fungsional yang mendukung
pelestarian, edukasi, pengelolaan konten, hingga tata kelola internal.
Adanya SDM Kunci yang Telah Berfungsi sebagai Motor Penggerak
Meskipun jumlahnya terbatas, Museum Penerangan saat ini telah memiliki
sejumlah SDM kunci yang aktif dan produktif dalam menyelenggarakan
program edukatif dan digital. Keberadaan edukator, pranata humas, kurator,
dan pranata komputer yang telah berfungsi secara efektif menunjukkan
bahwa museum memiliki inti personel yang dapat menjadi penggerak utama
dalam proses adaptasi, mentoring, dan transfer pengetahuan kepada SDM
baru yang akan ditambahkan.

Kesiapan terhadap Proses Reformasi Birokrasi dan Integrasi
Kelembagaan

Museum Penerangan telah berada dalam proses penyesuaian terhadap
kebijakan kelembagaan baru yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor
174 Tahun 2024 dan Permen Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025.
Museum menunjukkan kesiapan untuk bertransformasi secara kelembagaan
seiring dengan proses reformasi birokrasi, baik dalam aspek tata kelola,
pelaporan kinerja, maupun efektivitas struktur kerja. Dengan demikian,
penguatan SDM di Museum Penerangan dapat menjadi bagian dari strategi
reformasi yang lebih luas, bukan sekadar kebutuhan teknis jangka pendek.
Dukungan Lingkungan Kementerian yang Kondusif

Sebagai bagian dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang tengah

mendorong percepatan transformasi digital nasional, Museum Penerangan
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berada dalam lingkungan strategis yang mendukung inovasi, kolaborasi
lintas sektor, dan pengembangan kapasitas kelembagaan. Peluang kerja
sama dengan unit lain, komunitas sejarah, lembaga pendidikan, dan pelaku
industri kreatif dapat menjadi modal penting dalam pembentukan ekosistem

kerja yang progresif dan adaptif.

1.3. Maksud dan Tujuan

a.

Maksud

Maksud dari penyusunan naskah akademik ini adalah untuk memberikan

landasan konseptual dan analitis dalam rangka melakukan penataan organisasi

dan tata kerja Museum Penerangan, agar lebih efektif, adaptif, dan responsif
terhadap perkembangan kebijakan kelembagaan, tuntutan Reformasi

Birokrasi, serta dinamika kebutuhan layanan publik di bidang komunikasi dan

informatika. Penataan ini dimaksudkan sebagai langkah strategis untuk

memastikan bahwa Museum Penerangan mampu menjalankan tugas dan
fungsinya secara optimal di era transformasi digital dan pelayanan publik
modern.

Tujuan

Adapun tujuan dari penataan organisasi dan tata kerja Museum Penerangan ini

adalah sebagai berikut:

1. Menyesuaikan struktur organisasi dan jabatan dengan arah kebijakan
kelembagaan baru, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor
174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital, serta
Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025.

2. Memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi Museum Penerangan dalam
bidang pelestarian benda bernilai sejarah dan ilmiah, pelayanan edukatif
kepada masyarakat, serta diseminasi informasi sejarah komunikasi dan
informatika, sebagaimana diatur dalam Permen Kominfo Nomor 5 Tahun

2022.

10
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Meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia, khususnya
dalam jabatan teknis yang mendukung fungsi kuratorial, konservasi,
edukasi publik, pengelolaan digital, serta pelayanan operasional museum.
Mendukung agenda Reformasi Birokrasi dan transformasi digital, melalui
penguatan tata kelola kelembagaan yang efisien, akuntabel, dan berbasis
kinerja, serta pengembangan layanan publik yang adaptif dan inovatif.
Mendorong integrasi Museum Penerangan dalam ekosistem komunikasi
publik nasional, agar berkontribusi lebih besar dalam mendukung
program-program strategis Kementerian Komunikasi dan Digital,
khususnya dalam penyebarluasan narasi sejarah, kebangsaan, dan literasi
komunikasi kepada masyarakat.

Membangun dasar regulatif dan administratif bagi penataan ulang formasi
jabatan dan kebutuhan organisasi di Museum Penerangan, guna menjamin
keberlanjutan operasional dan pencapaian target kinerja kelembagaan

secara terukur.

11



mspen-|;||||

BAB II ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN TERKAIT

Penataan organisasi dan tata kerja Museum Penerangan sebagai unit pelaksana teknis

(UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media memerlukan

justifikasi yuridis yang kuat untuk menjamin legalitas dan relevansi kebijakan yang

diambil. Beberapa peraturan perundang-undangan memberikan landasan hukum terhadap

kebutuhan perubahan organisasi Museum Penerangan, antara lain:

1. Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi

dan Digital
Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 memberikan arah baru bagi struktur dan
tugas Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai penyelenggara urusan
pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi. Perpres ini menegaskan bahwa
kementerian memiliki tugas strategis dalam merumuskan, menetapkan, dan
melaksanakan kebijakan di berbagai bidang penting seperti infrastruktur digital,
teknologi pemerintah digital, ekosistem digital, pelindungan data pribadi, dan
komunikasi publik dan media. Dalam kaitannya dengan fungsi kementerian
berdasarkan Perpres 174 Tahun 2024, terdapat beberapa alasan pokok yang
menjustifikasi perlunya perubahan organisasi dan tata kerja Museum Penerangan:

a. Museum Penerangan merupakan salah satu simpul strategis dalam pelaksanaan
fungsi komunikasi publik dan media. Dalam konteks ini, struktur dan tugas
Museum dapat diperluas tidak hanya sebagai pelestari sejarah, tetapi juga sebagai
platform komunikasi edukatif, penyebaran narasi kebangsaan, dan peningkatan
literasi masyarakat terhadap isu-isu digital, media, dan sejarah komunikasi.

b. Perpres Nomor 174 Tahun 2024 menekankan pembangunan dan penguatan
ekosistem digital nasional. Dalam hal ini, Museum Penerangan perlu
bertransformasi menjadi institusi yang mendukung ekosistem tersebut, misalnya

melalui pengembangan layanan berbasis digital seperti virtual museum, konten

12
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multimedia interaktif, hingga kolaborasi dengan platform digital dalam
menyampaikan narasi sejarah komunikasi secara luas.

c. Salah satu fungsi kementerian adalah memberikan dukungan administrasi kepada
seluruh unsur organisasi. Dengan perubahan struktur organisasi induk, maka
dukungan administrasi dan tata kelola UPT seperti Museum Penerangan juga
harus disesuaikan agar terintegrasi secara optimal dan akuntabel dalam struktur
baru.

2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital

Peraturan ini merupakan regulasi turunan dari Perpres Nomor 174 Tahun 2024 yang

mengatur secara teknis struktur organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan

Digital. Dalam ketentuannya disebutkan bahwa penataan organisasi dan tata kerja

Kementerian diperlukan untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan

efisien serta meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian

Komunikasi dan Digital. Dengan adanya Permen Komunikasi dan Digital Nomor 1

Tahun 2025, Museum Penerangan sebagai UPT dituntut untuk menyesuaikan tugas

dan fungsinya agar selaras dengan misi dan struktur Kementerian Komunikasi dan

Digital yang baru. Oleh karena itu, peraturan ini menjadi dasar hukum utama bagi

inisiatif perubahan struktur dan fungsi Museum Penerangan.

3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2022 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Museum Penerangan

Peraturan ini merupakan dasar hukum yang mengatur struktur dan fungsi Museum

Penerangan saat ini. Di dalamnya disebutkan bahwa Museum Penerangan memiliki

tugas melaksanakan pelestarian dan pelayanan kepada masyarakat terkait benda

bernilai sejarah dan ilmiah di bidang komunikasi dan informatika, dengan fungsi utama
meliputi konservasi, edukasi, diseminasi informasi, serta tata usaha dan kerja sama.

Secara substansial Permen ini masih sangat relevan dan sejalan dengan kebutuhan

kelembagaan Museum Penerangan saat ini. Namun demikian, yang menjadi tantangan

utama bukan pada substansi regulasi, melainkan pada implementasi teknis dari Permen

tersebut, terutama dalam hal pemenuhan dan penguatan sumber daya manusia (SDM).

13
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Oleh karena itu, penataan ulang dan penguatan formasi serta kompetensi sumber daya
manusia menjadi prioritas utama dalam rangka mengakselerasi pelaksanaan Permen
Kominfo Nomor 5 Tahun 2022 secara nyata dan berkelanjutan.

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Organisasi Unit Pelaksana
Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian
Pasal 10 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(Permen PANRB) Nomor 2 Tahun 2023 membuka ruang legal bagi kementerian dan
lembaga untuk mengusulkan pengubahan Unit Pelaksana Teknis (UPT), dengan syarat-
syarat tertentu yang menggambarkan kebutuhan strategis, perubahan arah kebijakan,
serta kesiapan kelembagaan. Ketentuan ini secara eksplisit menyebutkan 11 kondisi
atau persyaratan yang dapat menjadi dasar untuk usulan perubahan UPT.

Museum Penerangan sebagai UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Komunikasi

Publik dan Media pada Kementerian Komunikasi dan Digital, memenuhi sejumlah

kondisi yang diatur dalam pasal tersebut, yang antara lain:

a. Adanya Perubahan Kebijakan Pemerintah (Huruf a)
Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian
Komunikasi dan Digital dan Permen Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025,
terjadi perubahan kebijakan nasional terkait pengelolaan komunikasi publik,
transformasi digital, dan struktur kementerian. Hal ini secara langsung menuntut
penyesuaian pada unit pelaksana teknis, termasuk Museum Penerangan.

b. Perubahan Strategi Organisasi dalam Mencapai Tujuan (Huruf b)
Strategi Kementerian Komunikasi dan Digital kini berorientasi pada perluasan
jangkauan literasi digital dan komunikasi publik secara partisipatif. Museum
Penerangan perlu direposisi agar dapat memainkan peran lebih besar sebagai hub
edukasi publik berbasis sejarah komunikasi dan media digital.

c. Perubahan Tugas dan Fungsi (Huruf ¢ dan d)
Dalam pelaksanaannya, Museum Penerangan telah berkembang dari hanya
menyajikan pameran fisik menjadi institusi yang menyelenggarakan virtual

experience, produksi konten digital, edukasi berbasis daring, hingga publikasi

14



mspen-|q||||

media sosial. Hal ini menunjukkan perubahan ruang lingkup kerja dan jangkauan

pelayanan yang lebih luas dan kompleks.

. Mendukung Efisiensi dan Efektivitas (Huruf e)

Perubahan organisasi dimaksudkan untuk menyederhanakan proses kerja,
meningkatkan responsivitas lembaga terhadap perkembangan digital, dan

memperkuat sinergi dengan program komunikasi publik kementerian.

. Tersedianya Sumber Daya dan Infrastruktur (Huruf f dan g)

Museum Penerangan telah memiliki SDM yang mulai adaptif terhadap teknologi
digital dan komunikasi publik, serta sarana digitalisasi koleksi dan penyampaian
layanan berbasis web. Tersedianya jabatan fungsional seperti Pamong Budaya dan
Pranata Humas juga mendukung pelaksanaan fungsi teknis dan penunjang museum
secara lebih profesional.

Memiliki Peta Proses Bisnis dan SOP (Huruf h dan i)

Dalam beberapa tahun terakhir, Museum Penerangan telah menyusun dokumen
proses bisnis dan SOP terkait layanan pameran, konservasi, publikasi digital, serta
program virtual experience.

Memiliki Laporan Kinerja dan Dokumen Penjenjangan (Huruf j dan k)
Museum Penerangan secara rutin menyusun laporan kinerja tahunan dan telah
menunjukkan indikator peningkatan kinerja, termasuk dalam digitalisasi koleksi,
jumlah pengunjung daring, hingga engagement media sosial. Dokumen
penjenjangan kinerja juga tersedia dan menggambarkan kontribusi museum

terhadap tujuan strategis Direktorat Jenderal dan Kementerian.
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BAB III DESKRIPSI UPT YANG AKAN
DIUBAH

3.1. Tugas dan Fungsi

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Museum Penerangan merupakan dasar hukum yang
secara substansial masih sangat relevan dan sejalan dengan kebutuhan
kelembagaan Museum Penerangan saat ini. Regulasi ini telah mengatur secara jelas
dan komprehensif mengenai tugas, fungsi, struktur organisasi, serta ruang lingkup
layanan Museum Penerangan.

Secara khusus, Permen ini menetapkan bahwa tugas Museum Penerangan adalah

melaksanakan pelestarian dan pelayanan kepada masyarakat mengenai benda

bernilai sejarah dan ilmiah di bidang komunikasi dan informatika. Tugas ini
didukung oleh fungsi-fungsi utama, yakni:

a. Penyusunan program pelestarian benda bernilai sejarah dan ilmiah di bidang
komunikasi dan informatika;

b. Pelaksanaan pelayanan dan edukasi kepada masyaraka mengenai benda bernilai
sejarah dan ilmiah di bidang komunikasi dan informatika;

c. Pelaksanaan sarana diseminasi informasi;

d. Pelaksanaan konservasi dan restorasi benda bernilai sejarah dan ilmiah di
bidang komunikasi dan informatika;

e. Pelaksanaan urusan penyusunan rencana, program, evaluasi, laporan, dan kerja
sama, serta urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan
rumah tangga, serta hubungan masyarakat.

Kelima fungsi tersebut masih sesuai dengan arah kebijakan terbaru Kementerian

Komunikasi dan Digital, serta tetap sejalan dengan semangat transformasi

kelembagaan dan pelayanan publik berbasis digital. Bahkan, Museum Penerangan

telah menunjukkan upaya implementasi fungsi-fungsi tersebut, misalnya melalui
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program virtual experience, aktivasi media sosial dengan konten edukatif, dan
pelaksanaan kegiatan edukasi publik di bidang sejarah komunikasi.

Namun demikian, yang menjadi tantangan utama bukan pada substansi regulasi,
melainkan pada implementasi teknis dari Permen tersebut, terutama dalam hal
pemenuhan dan penguatan sumber daya manusia (SDM). Berdasarkan peta jabatan
terbaru, sebagian besar jabatan teknis yang seharusnya mendukung pelaksanaan
fungsi museum seperti Pamong Budaya, Arsiparis, Pranata Komputer, Pranata
Humas, dan tenaga operasional masih belum terisi atau belum sesuai dengan
kualifikasi fungsional yang dibutuhkan.

Kekosongan jabatan-jabatan ini menyebabkan banyak fungsi strategis museum,
seperti konservasi koleksi, penyusunan program edukasi yang berkelanjutan,
digitalisasi benda bersejarah, hingga diseminasi informasi berbasis teknologi, tidak
dapat dilaksanakan secara optimal, bahkan meskipun regulasi sudah tersedia.
Dengan kata lain, kelemahan bukan terletak pada desain kebijakan, tetapi pada
pelaksanaan kebijakan karena keterbatasan kapasitas kelembagaan, khususnya dari
aspek SDM.

Oleh karena itu, penataan ulang dan penguatan formasi serta kompetensi sumber
daya manusia menjadi prioritas utama dalam rangka mengakselerasi pelaksanaan
Permen Kominfo Nomor 5 Tahun 2022 secara nyata dan berkelanjutan. Melalui
langkah ini, Museum Penerangan diharapkan tidak hanya mampu memenuhi tugas
regulatifnya, tetapi juga menjadi institusi publik yang modern, efektif, dan berdaya

saing di era transformasi digital.

3.2. Kedudukan UPT dalam Organisasi Induk

Pelaksanaan sarana diseminasi informasi merupakan salah satu dari lima fungsi
utama Museum Penerangan sebagaimana diatur dalam Permen Kominfo Nomor 5
Tahun 2022. Fungsi ini mencakup upaya Museum untuk menyampaikan informasi
sejarah komunikasi kepada publik, menjadi media edukasi literasi komunikasi dan
mendekatkan masyarakat dengan sejarah peran negara dalam bidang informasi dan

media. Fungsi pelaksanaan sarana diseminasi informasi ini sejalan dengan tugas
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Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media dalam hal pelaksanaan
kebijakan di bidang komunikasi publik dan media yang tertuang dalam Peraturan
Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital. Museum Penerangan berperan dalam
mengimplementasikan kebijakan komunikasi publik melalui diseminasi sejarah
komunikasi, kampanye literasi komunikasi, dan penyajian informasi yang mendidik
masyarakat tentang peran negara dalam sejarah komunikasi.

Sebagai unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Komunikasi Publik
dan Media, Museum Penerangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media dan secara administratif dibina

oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media.

Gambar 3.2 Kedudukan UPT dalam Organisasi Induk
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3.3. Beban Kerja dan Rencana Alokasi Kepegawaian

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian
Komunikasi dan Digital, Permenpan-RB Nomor 1 Tahun 2020 tentang Analisis
Jabatan dan Beban Kerja dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Penerangan.
Untuk mendorong agar Museum Penerangan tetap relevan dengan keadaan saat ini
dan mendukung tujuan dari organisasi induk dibutuhkan beberapa poin untuk
mendukung tujuan tersebut.
1. Museum Penerangan harus mendorong transformasi ke arah digital, edukatif

dan partisipatif.
2. Melaksanakan pelayanan kepada publik baik secara luring maupun daring.
3. Pengelolaan aset koleksi dan digitalisasi koleksi
4. Menjalin kemitraan dengan berbagai pihak.
Sumber daya manusia dibutuhkan untuk menjalankan tujuan dari organisasi dan
mendukung program-program Museum Penerangan sebagai UPT dari Kementerian
Komunikasi dan Digital. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam
pengelolaan museum sangat diperlukan dan terbagi dalam beberapa bidang.
Mengacu pada struktur organisasi Museum Penerangan maka Museum Penerangan
memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Kepala Museum, Subbagian Tata
Usaha, Tim Layanan Pengunjung dan Program Publik, Tim Pengelolaan Koleksi
dan Tim Kemitraan dan Promosi.
a. Analisis Beban Kerja dan Alokasi Pegawai

Tujuan Analisis

1. Menyesuaikan struktur kepegawaian Museum Penerangan dengan

transformasi digital dan regulasi kelembagaan terbaru.
2. Menentukan kebutuhan jumlah dan kompetensi pegawai berdasarkan

beban kerja riil.
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3. Mengoptimalkan distribusi tugas agar pelayanan publik, pelestarian

koleksi, dan edukasi dapat berjalan efektif dan efisien.

Tabel 3.3 Beban Kerja dan Alokasi Pegawai

Uraian Tugas Beban Kerja (per
Pokok tahun)

No | Unit/Jabatan

Standar Waktu (jam)

Kebutuhan

Pegawai

Memimpin
pelaksanaan
kegiatan

1 Kepala Museum museum, 260 hari kerja
koordinasi,
pengawasan,

dan pelaporan

8 jam/hari

Koordinasi dan
pengawasan

Kepala Subbagian | pelaksanaan o
2 260 hari kerja
Umum urusan umum,
kepegawaian,

keuangan, dll

8 jam/hari

Administrasi,
kepegawaian,
3 Subbag Umum 1.200 dokumen
keuangan, tata

naskah

1,5 jam/dokumen

Pemanduan,

) ) edukasi
Bagian Edukasi ) )
4 pengunjung, 1.500 sesi layanan
dan Pelayanan ) )
kurasi materi,

pelatihan

1 jam/sesi

Pemeliharaan

koleksi,
Bagian
katalogisasi, ) )
5 Pengelolaan 2.000 item koleksi

digitalisasi
Koleksi )
arsip,

konservasi

1 jam/item
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benda

Kerja sama
dengan
Bagian Kemitraan | lembaga lain, 50 kegiatan
dan Promosi publikasi kolaborasi
digital, sosial

media, event

8 jam/kegiatan

Pengelolaan
konten media
sosial, laporan
Pranata Humas ) )
7 ) publik, 150 konten/media
(fungsional) )
manajemen
krisis

komunikasi

2 jam/konten

Pengelolaan

o arsip museum
Arsiparis )
8 ) dan dokumen 500 arsip/tahun
(fungsional) )
sejarah

komunikasi

1 jam/arsip

Pemeliharaan
sistem digital
Pranata Komputer | museum, 20 sistem/

(fungsional) infrastruktur infrastruktur
digital, server,

aplikasi publik

100 jam/sistem/tahun

Perencanaan
kebutuhan

) pegawai,
Analis SDM .
analisis ) )
10 | Aparatur ) 40 kegiatan analis
jabatan,
(fungsional) )
evaluasi

kinerja,

pelatihan

30 jam/kegiatan

Inventarisasi,
11 | Pengelola BMN 1.000 item BMN
pencatatan,

1 jam/item

21




mspen-|q||||

pemutakhiran,
penghapusan
dan pelaporan

BMN

12

Pengelola
Administrasi

Keuangan

Pengelolaan
anggaran,
laporan
keuangan,
pencairan
dana,
pertanggungja

waban

600 transaksi/

dokumen

2 jam/dokumen/

transaksi

13

Pemelihara Sarana

dan Prasarana

Perawatan
gedung,
fasilitas umum,
pemeliharaan
ringan,
dokumentasi

kondisi fisik

300 kegiatan

pemeliharaan

2 jam/kegiatan

14

Pustakawan

Pengelolaan
koleksi
perpustakaan,
layanan
informasi,
klasifikasi
bahan pustaka

1.000 bahan
pustaka

1 jam/bahan
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3.4.Struktur Organisasi

Aspek UPT yang Akan |Organisasi UPT Lainnya Urusan
Diubah Museum |Induk (Ditjen |dalam Lingkup [Pemerintah
Penerangan KPM - K/L Daerah
Komdigi)
Fokus Utama [Pelayanan publik [Perumusan Pelaksanaan Layanan dasar,

edukatif berbasis [kebijakan & teknis komunikasi[kependudukan,

koleksi koordinasi lainnya (misal:  |pendidikan,
komunikasi & nasional sektor |Pusat Data, kesehatan
sejarah komunikasi Layanan
publik Informasi Publik)
Karakter Spesifik, berbasis [Umum, Teknis spesifik  [Pelayanan
Fungsi koleksi, edukasi, [regulatif, sesuai mandat operasional
dan digitalisasi  [normatif, berbasis wilayah
warisan pengawasan
Cakupan Nasional Nasional dan  [Tergantung tugas |Wilayah
Wilayah (pengunjung dari [lintas sektor (ada yang administratif
seluruh Indonesia, regional) (kabupaten/kota)

konten daring

global)
Output Edukasi publik, [Kebijakan, Data, sistem, Layanan publik
Utama pameran, literasi [standar, laporan, pelatihan [langsung
sejarah regulasi,
komunikasi pengawasan
Tipe SDM  [Pengelola SDM, [Perancang Operator sistem, |ASN teknis dan
pengelola kebijakan, teknisi, analis administratif

keuangan, kurator, |analis,
edukator, teknisi |administrator

museum, publik
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pengelola konten

pusat

digital,
pustakawan
Pengelolaan ([Ya — koleksi Tidak Tidak (kecuali Tidak
Koleksi komunikasi, arsip, lembaga arsip
dokumentasi nasional)
visual
Digitalisasi  [Fokus utama Pendukung Terbatas atau Terbatas,
dan Edukasi [(transformasi (hanya jika tidak relevan tergantung
museum digital, [relevan dengan kapasitas daerah
edukasi fungsi regulasi)
daring/luring)
Potensi Tinggi — publik, |Umum — dengan|Fokus pada kerja |Bergantung pada
Kemitraan [sekolah, lembaga teknis potensi lokal
universitas, pemerintah dan [antarlembaga
lembaga budaya |swasta tingkat
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Gambar 3.4 Struktur Museum Penerangan

KEPALA
SUBBAGIAN
UMUM
JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
JABATAN

FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA

3.5. Keterkaitan dengan Organisasi Induk

Pemikiran yang berkaitan dengan urgensi pengubahan UPT guna menunjang

keberhasilan pelaksanaan urusan atau tugas

Organisasi Induk:

Direktorat Komunikasi dan Media Publik (Ditjen KPM)

Tugas: Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang diseminasi informasi dan
komunikasi publik, termasuk penyediaan layanan informasi yang bersifat edukatif,
informatif, dan strategis bagi masyarakat.

Fungsi Utama Terkait Museum Penerangan:
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Diseminasi Informasi Sejarah Komunikasi
Pelestarian Arsip dan Sejarah Kominfo/Komdigi

Edukasi Publik tentang Literasi Media dan Komunikasi

b e

Pemanfaatan Media Digital dan Inovasi Teknologi Informasi dalam Pelayanan

Publik

Gambar 3.5 Proses Bisnis Museum Penerangan

Ditjen KPM - Komdigi
(Organisasi Induk)

Kebijakan IS Monitoring
& Program & Eval

4

Museum Penerangan
(UPT)

!

Layanan Utama

Museum
|
J \ ,
Koleksi & Promosi
Arsip & Kemitraan

L )
l
Digitalisasi
&IT
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3.6. Penyedia Sarana, Prasarana, dan Anggaran

Urgensi Pengubahan UPT untuk Mendukung Pelaksanaan Urusan dan Tugas

1. Menyesuaikan dengan Transformasi Ekosistem Pemerintahan Digital
UPT yang tidak diperbarui berisiko tertinggal dalam menyokong agenda
digitalisasi pemerintahan. Pengubahan struktur dan fungsi UPT
memungkinkan:
e Adaptasi dengan platform digital dan pelayanan berbasis teknologi
e Integrasi sistem informasi kelembagaan

e Pelayanan publik yang lebih cepat, akuntabel, dan partisipatif

2. Relevansi dengan Dinamika Kebijakan Nasional
Perubahan kebijakan pusat (seperti Perpres SPBE, UU ASN, dan reformasi
birokrasi tematik) menuntut UPT agar:
e [ ebih adaptif terhadap kebutuhan lintas sektor
e Mampu mendukung program prioritas nasional

e Menjadi pelaksana teknis yang agile, bukan sekadar unit administratif

3. Optimalisasi Kinerja dan Akuntabilitas Layanan
Pengubahan UPT menjadi lebih fungsional dan spesifik berdampak pada:
e Pemisahan yang jelas antara fungsi manajerial dan teknis
e Penajaman indikator kinerja organisasi

e Peningkatan mutu layanan yang terukur dan terdokumentasi

4. Mencegah Tumpang Tindih Tugas dengan Organisasi Induk atau UPT Lain
Dalam beberapa instansi, struktur lama menyebabkan:
e Duplikasi fungsi antara unit pusat dan pelaksana
o Ketidakefisienan dalam alokasi anggaran dan SDM

e Kebingungan pelaksanaan tugas oleh pemangku kepentingan di lapangan

5. Peningkatan Daya Saing dan Nilai Tambah Organisasi
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UPT yang diperbarui dapat menjadi:

e Sentra inovasi layanan publik di bidang tertentu (misalnya: literasi digital, edukasi
komunikasi, pelestarian budaya)

e Mitra strategis lembaga pendidikan, riset, dan masyarakat sipil

e Instrumen branding kelembagaan dan diplomasi budaya

6. Peluang Sinergi dengan Pemerintah Daerah dan Lembaga Non-Pemerintah
Dengan struktur baru yang lebih terbuka dan fleksibel, UPT:
e Dapat melakukan kolaborasi strategis berbasis data dan dampak sosial
e Menyediakan layanan yang relevan bagi masyarakat lintas wilayah

e Meningkatkan efisiensi pembiayaan melalui program kemitraan

Tabel 3.6.1 Sarana

Kategori Kebutuhan Jumla Keterangan
h

Ruang Pamer Display case, panel informasi, | 20 unit | Untuk penyajian koleksi
touchscreen display interaktif

Ruang Edukasi | Kursi, meja lipat, LCD 30 set | Edukasi publik dan
proyektor pelatihan

Ruang Arsip Lemari arsip tahan api, rak 10 unit | Penyimpanan dokumen
penyimpanan sejarah

Peralatan Komputer, scanner arsip, 15 set | Digitalisasi koleksi

Digital kamera dokumentasi

Kendaraan Mobil dinas kecil 1 unit | Koordinasi antar

Operasional instansi/pameran keliling
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Tabel 3.6.2 Prasarana

detector

Kategori Kebutuhan Spesifikasi Keterangan
Gedung Bangunan 3 lantai 4000 m? Zona koleksi, edukasi,
Museum dan pelayanan
Sistem CCTV, alarm Terpasang di Proteksi koleksi dan
Keamanan kebakaran, smoke semua ruangan pengunjung

Jaringan IT

Server, router,

Terkoneksi

Untuk website, katalog

backup cloud internal dan digital, CMS koleksi
eksternal
Area Parkir & Lahan parkir, ramp + 300 m? Untuk kenyamanan
Aksesibilitas difabel pengunjung

Tabel 3.6. 3. Penganggaran (Tahun Anggaran 2025)

Pos Anggaran Rincian Estimasi Biaya Keterangan
(Rp)
Operasional Harian ATK, listrik, internet, | 250.000.000 Per tahun
air
Kegiatan Edukasi & | Narasumber, 300.000.000 10 kegiatan
Pameran konsumsi, materi
Pemeliharaan Koleksi | Konservasi, restorasi | 200.000.000 Koleksi prioritas
Pengembangan SDM | Workshop, pelatihan | 150.000.000 Untuk 30 pegawai
Digitalisasi Koleksi Alat & software 400.000.000 Termasuk lisensi
dan server
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Pengadaan Sarpras Sesuai tabel di atas 1.000.000.000 Bertahap 2 tahun

Baru

Total Estimasi 2.300.000.000 Perkiraan
kebutuhan awal

3.7. Pembedaan Tugas dan Fungsi dengan Organisasi Induk, UPT

lainnya, dan Urusan Pemerintah Daerah

UPT seperti Museum Penerangan memiliki posisi unik karena menggabungkan:
e Fungsi pelestarian (heritage)
e Literasi publik
e Dukungan terhadap komunikasi kebangsaan

e Transformasi digital berbasis nilai budaya

Organisasi induk tidak menjalankan fungsi pelaksanaan teknis lapangan, melainkan:
e Penyusunan kebijakan makro
e Monitoring dan evaluasi antar-UPT

o Koordinasi sektoral

UPT lain dalam kementerian/lembaga mungkin serupa dari sisi teknis, tetapi berbeda
mandatnya:
e Misalnya UPT pelatihan, pusat data, atau pengelolaan sistem — tidak memiliki

fungsi publikasi edukatif.

Pemerintah Daerah memiliki UPT teknis dengan beban layanan publik tinggi, namun
biasanya:
e Tidak memiliki kelembagaan berbasis koleksi atau dokumentasi komunikasi
nasional

e Tidak menjalankan fungsi integrasi komunikasi sejarah dan transformasi digital
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Tabel 3.7 Pembedaan Tugas

ASPEK UPT MUSEUM ORGANISASI UPT LAINNYA | PEMERINTAH
PENERANGAN | INDUK (DITJEN DAERAH
KPM -
KoMDIGI)
FoKus EDUKASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN | PELESTARIAN
UTAMA SEJARAH STRATEGIS DATA, ARSIP, BUDAYA LOKAL,
KOMUNIKASI, KOMUNIKASI ATAU PELAYANAN
DISEMINASI PUBLIK, PELATIHAN PERPUSTAKAAN
INFORMASI PENGELOLAAN TEKNIS & KEARSIPAN
PUBLIK SISTEM
BERBASIS INFORMASI
KOLEKSI NASIONAL
RUANG OPERASIONAL | REGULASI FUNGsI KEGIATAN
LINGKUP MUSEUM, NASIONAL, KHUSUS BERBASIS
PENGELOLAAN | KOORDINASI SEPERTI ARSIP | KEWILAYAHAN
KOLEKS]I, ANTAR-UPT, NASIONAL, BIG | SESUAI
PAMERAN, EVALUASI DATA, KEBUTUHAN
EDUKASI PROGRAM LITERASI LOKAL
PENGUNJUNG DIGITAL
KELUARAN PEMANDUAN, PEDOMAN, DATA PELAYANAN
LAYANAN PAMERAN, REGULASI, STATISTIK, PUBLIK,
KONTEN KOORDINASI DOKUMEN DOKUMEN
EDUKATIF, NASIONAL ARSIP, PERIZINAN
DIGITALISASI SERTIFIKASI BUDAYA,
KOLEKSI TEKNIS LAYANAN
PERPUSTAKAAN
UMUM
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SPESIALISASI | SEJARAH KOMUNIKASI ARSIP BUDAYA LOKAL,
KOMUNIKASI, PUBLIK NASIONAL, PENDIDIKAN
JURNALISME, STRATEGIS, PELATIHAN INFORMAL
MEDIA DAN MANAJEMEN SDM TI, MASYARAKAT
PENERANGAN INFORMASI JARINGAN
NASIONAL PEMERINTAHAN | INFRASTRUKTU
R DIGITAL
CAKUPAN NASIONAL NASIONAL NASIONAL DAERAH/KOTA/
WILAYAH (FUNGSI LINTAS KABUPATEN
DAERAH,
HISTORIS, DAN
EDUKATIF)
KELEMBAGA | UPT ESELONI— UPT OPD DI BAWAH
AN FUNGSIONAL PEMBUAT FUNGSIONAL PEMDA
BERBASIS KEBIJAKAN TEKNIS
LAYANAN PENDUKUNG
EDUKASI &
PELESTARIAN
SEJARAH
KERJA SAMA | MUSEUM LINTAS INSTANSI DINAS-DINAS
EKSTERNAL | NASIONAL, KEMENTERIAN/LE | TEKNIS LAIN LOKAL, TOKOH
KOMUNITAS MBAGA (KOMINFoO, ADAT,
SEJARAH, BKN, ARSIP KOMUNITAS
SEKOLAH, NASIONAL) LOKAL
MEDIA
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BAB IV DAMPAK PENGUBAHAN
ORGANISASI UPT

4.1. SDM Aparatur
Tantangan SDM Saat Ini

Berdasarkan analisis konteks dan informasi dari dokumen, beberapa tantangan
utama dalam pengelolaan SDM di Museum Penerangan meliputi:

1. Kesenjangan Keterampilan (Skill Gaps):
Banyak staf mungkin belum memiliki keterampilan digital yang diperlukan untuk
mengelola koleksi digital, membuat konten online, atau mengelola media sosial.
Hal ini menjadi kritis mengingat museum telah melakukan revitalisasi untuk
menjadi lebih modern dan menarik (Siaran Pers No.66/HM/KOMINFO/04/2023).

2. Keterbatasan Jumlah Staf:
Dokumen menyebutkan tantangan SDM yang terbatas, yang dapat menghambat
kemampuan museum untuk menangani beban kerja yang meningkat, terutama
dengan adanya inisiatif digital seperti pameran interaktif dan pengelolaan koleksi
online.

3. Peran Pekerjaan yang Usang:
Deskripsi pekerjaan saat in1 mungkin tidak lagi relevan dengan kebutuhan
museum modern, menyebabkan inefisiensi dan kurangnya pemanfaatan potensi
staf secara maksimal.
Tantangan in1 mencerminkan kebutuhan mendesak untuk menyesuaikan SDM
dengan tujuan strategis museum, termasuk peningkatan layanan publik dan

adaptasi terhadap teknologi digital.
Dampak Reorganisasi terhadap SDM

Reorganisasi UPT Museum Penerangan bertujuan untuk mengatasi tantangan di

atas melalui beberapa pendekatan berikut:
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. Penciptaan Posisi Baru:

Untuk mendukung transformasi digital, museum dapat memperkenalkan posisi
seperti kurator digital, spesialis teknologi informasi, dan manajer media sosial.
Posisi ini akan memimpin inisiatif seperti digitalisasi koleksi dan pengembangan
pameran interaktif.

Pelatihan dan Pengembangan:

Program pelatihan komprehensif dapat diimplementasikan untuk meningkatkan
keterampilan staf yang ada dalam teknologi digital dan praktik museum modern.
Ini termasuk pelatihan dalam pengelolaan koleksi digital dan strategi komunikasi
online.

Penyesuaian Struktur Organisasi:

Struktur organisasi dapat disederhanakan untuk menghilangkan redundansi dan
memastikan setiap departemen fokus pada area strategis, seperti pelayanan
pengunjung, pengelolaan koleksi, dan outreach digital.

Pendekatan ini sejalan dengan revitalisasi museum yang telah dilakukan, seperti
yang dilaporkan pada tahun 2023, yang bertujuan untuk menghilangkan kesan
bahwa museum hanya menyimpan benda usang dan menarik lebih banyak

pengunjung melalui modernisasi (Siaran Pers No.66/HM/KOMINFO/04/2023).

Strategi Pengembangan SDM
Untuk mendukung reorganisasi, beberapa strategi pengembangan SDM dapat
diterapkan:

. Perekrutan Bertarget:

Museum dapat mengembangkan strategi perekrutan untuk menarik profesional
dengan keahlian dalam teknologi museum, seperti pengelolaan basis data koleksi
digital dan produksi multimedia.

Kemitraan dengan Institusi Pendidikan:

Kolaborasi dengan universitas dan pusat pelatihan dapat menyediakan kursus dan
lokakarya khusus untuk staf, fokus pada keterampilan seperti kurasi digital dan

manajemen media sosial.
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Sistem Manajemen Kinerja:

Sistem untuk mengevaluasi kompetensi staf secara berkala dapat membantu
mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan memastikan bahwa SDM tetap relevan
dengan tujuan museum.

Strategi ini akan memastikan bahwa SDM Museum Penerangan memiliki
kapasitas untuk mendukung tugas-tugas baru yang muncul dari reorganisasi.
Hasil yang Diharapkan

Dengan implementasi reorganisasi dan strategi pengembangan SDM, Museum

Penerangan diharapkan dapat mencapai hasil berikut:

. Peningkatan Pengalaman Pengunjung:

Pameran digital yang interaktif dan menarik akan meningkatkan daya tarik
museum bagi audiens yang lebih luas, termasuk generasi muda.

Efisiensi Operasional yang Lebih Baik:

Struktur organisasi yang disederhanakan dan staf yang terampil akan mengurangi
hambatan operasional dan meningkatkan produktivitas.

Jangkauan Edukasi yang Lebih Luas:

Dengan memanfaatkan platform digital, museum dapat memperluas program

edukasinya, menjangkau audiens di luar lokasi fisiknya.

Tabel 4.1 Tabel Ringkasan Pengembangan SDM

Aspek

Deskripsi

Tantangan Saat Ini

Kesenjangan keterampilan digital, keterbatasan staf, peran
pekerjaan usang.

Dampak Reorganisasi [Posisi baru (kurator digital, dll.), pelatihan, penyesuaian struktur.

Strategi . . g . S
rateg! Perekrutan bertarget, kemitraan pendidikan, manajemen kinerja.

Pengembangan

Hasil yang Pengalaman pengunjung lebih baik, efisiensi operasional,

Diharapkan jangkauan edukasi luas.
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4.2. Pembiayaan dan PNBP

Pengubahan organisasi Museum Penerangan, sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT)
di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital, diperkirakan akan memiliki
implikasi signifikan terhadap kebutuhan pembiayaannya. Saat ini, museum
menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, khususnya pada
posisi teknis kunci seperti kurator, arsiparis, dan staf IT, serta kebutuhan untuk
meningkatkan integrasi teknologi digital dan pengelolaan koleksi. Mengatasi
tantangan ini memerlukan pendanaan tambahan untuk merekrut tenaga ahli,
melatih staf yang ada, berinvestasi dalam teknologi dan infrastruktur modern, serta
mendukung digitalisasi dan preservasi koleksi.

Peran museum dalam mendukung transformasi digital dan reformasi birokrasi
kementerian menuntut reevaluasi alokasi anggaran untuk memastikan kontribusi
efektif terhadap prioritas nasional. Optimalisasi penggunaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN), yang merupakan sumber pendanaan utama museum,
menjadi sangat penting. Perubahan organisasi harus bertujuan untuk
merampingkan operasi, menghilangkan redundansi, dan memprioritaskan
pengeluaran yang secara langsung meningkatkan fungsi inti museum, yaitu
pelestarian, pendidikan, diseminasi informasi, dan pengelolaan koleksi.

Menjalin kemitraan strategis dengan institusi lain, baik publik maupun swasta,
dapat memberikan sumber pendanaan alternatif atau kontribusi dalam bentuk
barang, sehingga mengurangi beban keuangan pada anggaran negara. Contohnya,
kolaborasi dengan perusahaan teknologi dapat mendukung digitalisasi koleksi,
sementara kemitraan dengan institusi pendidikan dapat mendanai program
pendidikan. Namun, kemitraan ini harus melengkapi, bukan menggantikan,
pendanaan APBN.

Manajemen risiko dalam pembiayaan juga perlu diperhatikan. Risiko seperti
keterlambatan alokasi anggaran atau ketidakpastian pendanaan eksternal dapat

diatasi dengan:
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e Perencanaan Anggaran yang Ketat: Menyusun anggaran berbasis prioritas

dengan cadangan untuk keadaan darurat.

e Diversifikasi Kemitraan: Menggandeng berbagai mitra untuk mengurangi

ketergantungan pada satu sumber pendanaan tambahan.

e Transparansi Keuangan: Menerapkan sistem pelaporan keuangan yang jelas

untuk memastikan penggunaan dana yang akuntabel.

Strategi pembiayaan untuk museum yang direstrukturisasi harus fokus pada alokasi

sumber daya yang efisien, prioritisasi kebutuhan kritis, dan eksplorasi peluang

kolaboratif untuk memaksimalkan dampak dana yang tersedia.

Tabel 4.2 Strategi Optimalisasi Pembiayaan

Strategi Deskripsi Manfaat
o Merampingkan proses dan Mengurangi pemborosan
Efisiensi ' ‘ ‘ _
‘ menghilangkan redundansi dan meningkatkan alokasi
Operasional o
dalam penggunaan anggaran. untuk kebutuhan prioritas.
Fokus pada kebutuhan kritis
o ) _ Meningkatkan kapasitas
Prioritisasi seperti SDM, teknologi )
‘ o museum dalam jangka
Investasi digital, dan pengelolaan ]
pendek dan panjang.
koleksi.
Mengurangi ketergantungan
_ Kolaborasi dengan institusi
Kemitraan _ pada APBN dan
_ publik/swasta untuk sumber ‘
Strategis memperluas jangkauan
daya tambahan.
layanan.
Manajemen Mengurangi dampak
Perencanaan anggaran ketat
Risiko keterlambatan atau
dan diversifikasi kemitraan. ) )
Keuangan ketidakpastian pendanaan.
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4.3. Pemberian Layanan

Restrukturisasi organisasi Museum Penerangan diharapkan dapat meningkatkan
pemberian layanan kepada masyarakat secara signifikan. Saat ini, museum
menghadapi tantangan dalam integrasi penuh ke dalam ekosistem komunikasi
kementerian dan dalam menjalin kemitraan strategis, yang membatasi kemampuan
untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan menyediakan layanan
komprehensif. Selain itu, pengelolaan koleksi yang belum optimal juga
menghambat penyampaian informasi yang efektif kepada publik.
Perubahan yang diusulkan akan memungkinkan museum untuk berkolaborasi
dengan institusi lain, baik di dalam pemerintahan maupun sektor swasta, untuk
mengembangkan program bersama, berbagi sumber daya, dan memperluas
jangkauan. Ini akan memungkinkan museum untuk menawarkan program
pendidikan, pameran, dan kegiatan diseminasi informasi yang lebih beragam dan
menarik.
Penekanan pada transformasi digital akan memodernisasi metode pemberian
layanan. Dengan mengadopsi teknologi canggih, museum dapat menciptakan
pameran online interaktif, tur virtual, dan arsip digital, sehingga koleksi dan sumber
daya pendidikan dapat diakses oleh audiens global. Pergeseran digital ini penting
dalam konteks meningkatnya permintaan publik akan informasi online dan
kebutuhan untuk beradaptasi dengan perubahan perilaku pengunjung, terutama
pasca-pandemi.

Pengelolaan koleksi menjadi elemen kunci dalam peningkatan layanan. Dengan

digitalisasi koleksi, museum dapat:

e Meningkatkan Aksesibilitas: Memungkinkan publik untuk mengakses
koleksi secara online, termasuk dokumen, artefak, dan media sejarah
komunikasi.

e Mendukung Pendidikan: Menyediakan konten digital yang dapat digunakan

dalam program pendidikan formal dan informal.
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o Melestarikan Koleksi: Mengurangi risiko kerusakan fisik pada artefak melalui

penyimpanan digital.

Penguatan sumber daya manusia, khususnya dengan mengisi posisi teknis kunci

seperti kurator, arsiparis, dan spesialis IT, akan meningkatkan kualitas dan

profesionalisme layanan. Staf yang terlatih dapat mengembangkan konten yang

lebih informatif dan menarik, memberikan pengalaman pengunjung yang lebih

baik, dan memastikan penawaran museum tetap mutakhir dan relevan.

Manajemen risiko dalam pemberian layanan juga penting untuk memastikan

keberlanjutan. Risiko seperti gangguan teknis, kehilangan data digital, atau

kurangnya keterlibatan publik dapat diatasi dengan:

e Sistem Backup Data: Memastikan data digital koleksi dicadangkan secara

rutin.

e Pelatihan Staf: Melatih staf untuk menangani masalah teknis dan berinteraksi

dengan audiens secara efektif.

e Uji Coba Program: Melakukan uji coba untuk program baru guna memastikan

kualitas dan penerimaan publik.

Tabel 4.3 Dampak Perubahan pada Pemberian Layanan

Aspek
Tantangan Saat Ini Dampak Perubahan
Layanan
Terbatas oleh Pameran online dan arsip
Aksesibilitas kurangnya platform digital meningkatkan akses
digital. global.
Staf terlatih menghasilkan
Kualitas Kurangnya staf teknis o
program pendidikan yang
Program mempengaruhi konten.
lebih interaktif dan informatif.
o . Kolaborasi dengan institusi
Jangkauan Minimnya kemitraan ) )
lain memperluas audiens dan
Audiens membatasi outreach.
diversifikasi layanan.
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o Digitalisasi koleksi
Pengelolaan Koleksi fisik rentan
meningkatkan preservasi dan
Koleksi dan akses terbatas.
aksesibilitas.
. Risiko gangguan Sistem backup dan pelatihan
Manajemen ) ) o o
o teknis dan kehilangan staf meminimalkan risiko
Risiko
data. operasional.

4.4. Sarana dan Prasarana

Keberhasilan implementasi perubahan organisasi Museum Penerangan

memerlukan penilaian menyeluruh dan peningkatan sarana dan prasarana. Saat ini,

museum mungkin beroperasi dengan infrastruktur fisik dan digital yang

ketinggalan zaman atau tidak memadai, yang menghambat kemampuan untuk

memenuhi mandatnya secara efektif.

Dari segi sarana fisik, museum membutuhkan ruang yang memadai untuk pameran,

penyimpanan koleksi, laboratorium konservasi, dan fasilitas pengunjung.

Memastikan fasilitas ini memenuhi standar modern sangat penting untuk

melestarikan artefak, menyediakan pameran yang menarik, dan menawarkan

pengalaman nyaman bagi pengunjung.

Di sisi digital, museum memerlukan infrastruktur IT yang kuat untuk mendukung

tujuan transformasi digital, termasuk internet berkecepatan tinggi, server untuk

hosting konten digital, perangkat lunak untuk mengelola koleksi dan menciptakan

pameran interaktif, serta langkah-langkah keamanan siber untuk melindungi data

sensitif.

Pengelolaan koleksi menjadi aspek kritis dalam peningkatan sarana dan prasarana.

Kebutuhan spesifik meliputi:

e Sistem Pengelolaan Koleksi Digital: Database terintegrasi untuk melacak,
mengelola, dan mengakses koleksi secara efisien.

e Fasilitas Penyimpanan Fisik: Ruang penyimpanan dengan kontrol suhu dan

kelembapan untuk melindungi artefak dari kerusakan.
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e Digitalisasi Koleksi: Peralatan dan perangkat lunak untuk mengonversi koleksi
fisik ke format digital, memastikan preserasi jangka panjang.

Untuk mengatasi kebutuhan ini, peta jalan komprehensif harus dikembangkan,

menguraikan langkah-langkah dan jadwal untuk meningkatkan fasilitas yang ada

dan memperoleh yang baru. Peta jalan ini harus memprioritaskan investasi kritis,

seperti peningkatan IT esensial, renovasi ruang fisik, dan digitalisasi koleksi,

sambil merencanakan pengembangan jangka panjang seperti memperluas area

pameran atau menerapkan teknologi digital canggih.

Manajemen risiko dalam pengembangan sarana dan prasarana sangat penting untuk

melindungi aset museum. Risiko seperti kerusakan koleksi, kegagalan sistem IT,

atau keterlambatan proyek dapat diatasi dengan:

e Protokol Keamanan Fisik dan Siber: Sistem pengamanan untuk melindungi
koleksi dan data digital.

e Pemeliharaan Rutin: Jadwal pemeliharaan untuk fasilitas fisik dan digital
guna mencegah kerusakan.

e Rencana Kontinjensi: Strategi cadangan untuk mengatasi keterlambatan atau
kegagalan proyek.

Kolaborasi dengan pemangku kepentingan, termasuk departemen IT kementerian

dan mitra teknologi eksternal, akan sangat penting dalam merancang dan

melaksanakan peta jalan ini. Mengamankan pendanaan yang memadai melalui

APBN dan potensial melalui kemitraan atau hibah juga krusial untuk melaksanakan

perbaikan yang direncanakan.

Tabel 4.4 Peta Jalan Pengembangan Sarana dan Prasarana

Jangka
Tahap Kegiatan Pelaksana
Waktu
Audit fasilitas Tim internal
Penilaian fisik, digital, dan museum,
0-6 bulan
Kebutuhan kebutuhan konsultan
koleksi. eksternal.
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Peningkatan IT,
Departemen IT
_ renovasi ruang ‘
Investasi kementerian,
o pameran, 12 bulan _
Prioritas o penyedia barang
digitalisasi
. dan Jasa.
koleksi.
Ekspansi fasilitas
Mitra teknologi,
Pengembangan dan implementasi
. ' 60 bulan pemerintah
Jangka Panjang teknologi
: daerah.
canggih.
Implementasi
‘ protokol ‘ Tim internal,
Manajemen Berkelanjuta _
o keamanan dan penyedia
Risiko n :
rencana keamanan siber.
kontinjensi.

4.5. Manfaat bagi Masyarakat dan Pemerintah Daerah terkait

Restrukturisasi organisasi Museum Penerangan diharapkan menghasilkan manfaat

substansial bagi masyarakat dan pemerintah daerah terkait, khususnya di wilayah

tempat museum berlokasi.

Bagi Masyarakat:

o Akses yang Lebih Baik ke Informasi: Pameran yang dimodernisasi dan

platform digital akan memungkinkan publik memiliki akses lebih baik ke

informasi sejarah tentang komunikasi dan urusan digital, mendorong

pemahaman dan apresiasi terhadap warisan bangsa.

e Peluang Pendidikan yang Diperkaya: Program pendidikan yang lebih

komprehensif dan interaktif, didukung oleh koleksi digital, akan bermanfaat

bagi siswa, peneliti, dan masyarakat umum yang tertarik pada sejarah dan

perkembangan teknologi komunikasi.
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Daya Tarik Budaya dan Wisata: Sebagai museum yang dilengkapi dengan
baik dan menarik, museum dapat menarik lebih banyak pengunjung,

berkontribusi pada pariwisata budaya dan mendorong ekonomi lokal.

Bagi Pemerintah Daerah Terkait:

Peluang Kolaborasi: Museum dapat bermitra dengan institusi pendidikan
lokal, organisasi budaya, dan dewan pariwisata untuk mengembangkan inisiatif
bersama, meningkatkan penawaran budaya dan pendidikan di wilayah tersebut.
Dukungan untuk Pembangunan Lokal: Dengan menarik pengunjung dan
menyelenggarakan acara, museum dapat berkontribusi pada pembangunan
ekonomi lokal dan mempromosikan daerah sebagai tujuan wisata budaya.

Keselarasan dengan Kebijakan Nasional: Keselarasan museum dengan
inisiatif transformasi digital dan reformasi birokrasi nasional dapat menjadi
model bagi pemerintah daerah, mendorong modernisasi serupa di tingkat

regional.

Pemangku kepentingan lain, seperti institusi akademik, peneliti, dan profesional

industri, akan mendapatkan manfaat dari sumber daya dan kemitraan museum yang

ditingkatkan, memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan proyek kolaboratif.

Manajemen risiko dalam konteks manfaat ini penting untuk memastikan

keberlanjutan dampak positif. Risiko seperti kurangnya keterlibatan masyarakat

atau kegagalan dalam menarik wisatawan dapat diatasi dengan:

o

Kampanye Promosi: Meningkatkan kesadaran publik melalui media sosial dan
kemitraan lokal.

Evaluasi Dampak: Melakukan evaluasi berkala untuk memastikan program
museum memenuhi kebutuhan masyarakat.

Keterlibatan Komunitas: Melibatkan komunitas lokal dalam pengembangan

program untuk meningkatkan rasa memiliki.

Tabel 4.5 Manfaat bagi Pemangku Kepentingan

Pemangku

Kepentingan

Manfaat Utama
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Masyarakat

Akses informasi, pendidikan interaktif, dan pengalaman

budaya yang lebih baik.

Pemerintah Daerah

Kolaborasi, pertumbuhan ekonomi lokal, dan model

modernisasi.

Institusi

Akademik/Peneliti

Sumber daya yang ditingkatkan dan peluang kolaborasi

penelitian.

Manajemen Risiko

Kampanye promosi dan evaluasi dampak memastikan

keberlanjutan manfaat.
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BAB V PENUTUP

Analisis dalam dokumen ini menegaskan kebutuhan kritis untuk mengorganisasi dan
merestrukturisasi Museum Penerangan guna mengatasi tantangan saat ini dan selaras
dengan kebijakan nasional yang berkembang serta kemajuan teknologi. Perubahan
organisasi yang diusulkan dirancang untuk meningkatkan kapasitas museum dalam
melestarikan, mendidik, dan mendiseminasi informasi secara efektif, sehingga memenuhi
mandatnya sebagai institusi kunci di bidang sejarah komunikasi dan digital.

Melalui penyesuaian strategis dalam pembiayaan, pemberian layanan, sarana dan
prasarana, serta dengan memaksimalkan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah,
museum akan lebih siap untuk memenuhi tuntutan era digital. Optimalisasi sumber daya
keuangan, perbaikan mekanisme pemberian layanan, peningkatan fasilitas, pengelolaan
koleksi yang lebih baik, manajemen risiko yang efektif, dan pembinaan kemitraan yang
bermanfaat akan berkontribusi pada museum yang lebih dinamis dan berdampak.
Pengelolaan koleksi melalui digitalisasi dan sistem database yang terintegrasi akan
memastikan preserasi jangka panjang dan aksesibilitas yang lebih luas, sementara
manajemen risiko yang komprehensif akan melindungi aset museum dari ancaman fisik
dan digital. Transformasi Museum Penerangan tidak hanya diperlukan tetapi juga tepat
waktu, memastikan bahwa museum tetap relevan dan terus berfungsi sebagai sumber daya
vital bagi publik dan pemerintah.

Restrukturisasi Museum Penerangan diperlukan untuk mengatasi tantangan seperti
keterbatasan SDM, teknologi, dan pengelolaan koleksi, sekaligus mendukung transformasi
digital nasional. Perubahan ini akan meningkatkan efisiensi pembiayaan, kualitas layanan,
sarana dan prasarana, serta manfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

Pengelolaan koleksi melalui digitalisasi dan database terintegrasi akan memastikan
preservasi dan aksesibilitas, sementara manajemen risiko melindungi aset dari ancaman
fisik dan digital. Dengan Renstra, museum akan menjadi institusi yang relevan, efektif, dan
berdampak.

Untuk memastikan keberhasilan implementasi perubahan organisasi, beberapa

rekomendasi dapat dipertimbangkan:
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Rencana Strategis (Renstra) 5 Tahun memberikan kerangka terstruktur untuk:
o Pembiayaan: Optimalisasi APBN dan kemitraan untuk SDM dan digitalisasi.
o Layanan: Peningkatan akses dan kualitas melalui platform digital dan koleksi.
o Sarana dan Prasarana: Modernisasi fasilitas dan digitalisasi koleksi.
o Manfaat: Promosi pariwisata budaya dan kolaborasi lokal.
Menyusun Rencana Aksi Terperinci: Mengembangkan rencana aksi dengan jadwal
yang jelas, indikator kinerja, dan alokasi sumber daya untuk setiap tahap transformasi.
Melibatkan Pemangku Kepentingan: Memastikan partisipasi aktif dari staf museum,
kementerian, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan.
Menerapkan Sistem Pengelolaan Koleksi: Mengembangkan dan
mengimplementasikan sistem digital untuk pengelolaan koleksi, didukung oleh
pelatihan staf dan infrastruktur IT yang memadai.
Membangun Kerangka Manajemen Risiko: Menyusun protokol keamanan, rencana
kontingensi, dan jadwal pemeliharaan untuk melindungi koleksi, data, dan operasional
museum.
Melakukan Evaluasi Berkala: Mengadakan evaluasi periodik untuk memantau

kemajuan, mengidentifikasi hambatan, dan menyesuaikan strategi sesuai kebutuhan.

Dengan langkah-langkah ini, Museum Penerangan dapat memainkan peran yang lebih

signifikan dalam pelestarian sejarah komunikasi Indonesia, mendukung literasi digital, dan

berkontribusi pada visi nasional menuju transformasi digital yang inklusif dan

berkelanjutan.
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